BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79  TAHUN 2013
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014,
dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif,
efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan vang baik, maka perlu menetapkan
kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Purbalingga Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
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10.

13.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuann  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
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Purbalingga (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18),

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang  Pedoman = Tatacara  Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ;

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita
Daerah Kabupaten purbalingga Tahun 2011 Nomor 88);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah
Kabupaten purbalingga Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan internal
Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertanggungjawab
langsung kepada Bupati,

hn b

4%



7. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah
berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintahaan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliput
Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten,
Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2014 bertujuan :
a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan
kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di  Purbalingga

_ ang, arber 2013
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR T9 TARTY 2013
TANGGAL 30 DESIRIFER 2013

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Tahun 2014 terdapat penekanan
arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD / Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah,;

3. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good
Governance, Clean Governence, dan pelayanan publik pada Pemerintahan
Daerah;

4. Kegiatan penunjang pengawasan lainnya.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah meliputi :
1. administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :

a. kebijakan Daerah;

b. kelembagaan/Organisasi;

c. pegawai Daerah;

d. keuangan Daerah;,

e. aset/barang Daerah;
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Pilihan
3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat.

I1l. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah
ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Purbalingga disusun dalam bentuk kegiatan utama
dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama
1. Pemeriksaan
a. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan, Pemerintahaan Daerah Kabupaten Purbalingga
meliputi :

1) pemeriksaan kinerja/reguler meliputi aspek kebijakan,
kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas
dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang diperiksa;

2) pemeriksaan atas pengaduan masyarakat.

b. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah
Daerah meliputi :

1) pemeriksaan reguler pada SKPD;

2) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

3) pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;

4) pemeriksaan terpadu dengan BPKP. 4, @
w
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¢. Pemeriksaan lainnya atas perintah Bupati.

2. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan.

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan,
dilakukan pemantauan dan pemutahiran data tindak lanjut hasil
pengawasarn.

Tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling lambat 60 (enam
puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil
pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu
didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas/
kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan perlu terus
ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang
meliputi diklat pembinaan karier para Pejabat Fungsional, Diklat
Penjenjanagan Struktural, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat
Teknis Substantif (antara lain Diklat/Bintek Audit Kinerja,
Diklat/Bintek Barang/Jasa serta Diklat Penunjang lainnya). Selain itu
dilakukan pula Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan tujuan
diskusi dan studi kasus untuk membahas berbagai masalah yang
berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
(continuing professional education).

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang
terpadu, APIP Kabupaten Purbalingga harus menyusun database
pengawasan yang terus dimutahirkan dan dikembangkan. Database
pengawasan tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan,
temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data SDM
pengawasan.

3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP wyang bersifat penunjang lainnya adalah
pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan
pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT), penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar
temmuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

[V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern
pemerintah di Kabupaten Purbalingga, diperlukan koordinasi antara APIP
Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan vyang perlu
dilaksanakan mencakup : .6
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a. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran
APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah
(Rakorwasda) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai
kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan
sckaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan
pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Kabupaten

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat
dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :
1. pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

Sasaran dan jadwal pengawasan Tahun 2014 oleh APIP di Kabupaten
Purbalingga ditetapkan oleh Bupati dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) APIP di Kabupaten Purbalingga.

,,"‘SUKENTD RIDO MARHAENDRIANTO

Dlunda_ngkan di Purbalingga
3 Depember 2013
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